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Eksistensi dan Pemberdayaan Pusat
Pelatihan Klinik Primer (P2KP)

di Sumatra Selatan

RIZANI AMRAN

Pusat Pelatihan Ketrampilan Klinis Sekunder Sumsel, Bag./SMF Obstetri Ginekologi FK UNSRI/RSMH Palembang

Pendahuluan

-8 etode Pelatihan Berdasarkan Kom-

Mpetensi (PBK) atau- Competency

Based Training (CBT), ternyata
membawa dampak yang sangat bermakna
terhadap standar dan kinerja prosedur
klinik serta petugas pelaksana (provider).
Pelayanan kesehatan ataupun metode kon-
trasepsi yang dulu dilakukan melalui luaran
kinerja yang diperoleh melalui jenjang
pendidikan formal, kemudian disesuaikan
dengan metode PBK. Penyesuaian tersebut %558
mengacu pada kualitas pelayanan dan kepuasan klien (ob;ek
layanan).

Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan mem-
beri kepuasan bagi klien, harus disusun berbagai strategi dan
langkah yang akan melibatkan berbagai unsur terkait. Pada
dasarnya, unsur tersebut terdiri atas dua unsur utama, yaitu
pengguna dan penyedia jasa. Pengguna jasa meliputi instansi
yang berkepentingan untuk menjalankan program dan masya-
rakat yang membutuhkan. Penyedia jasa meliputi tenaga pe-
laksana dan institusi yang dapat menghasilkan tenaga ber-
kualifikasi khusus.

Jaringan.Nasional Pelatihan Klinik (JNPK) merupakan un-
sur penghasil tenaga pelayanan khusus, yang menurut Bab |
Pasal 1 Ortala JNPK adalah wahana profesional, mitra peme-
rintah, dan swasta yang bergerak di bidang pelatihan klinik
kesehatan reproduksi di Indonesia, dalam tatanan serta sistem
yang telah ada. Kaitan unsur kualitas dan pelatihan termuat
dalam Bab | Pasal 3, yaitu untuk mengupayakan pelayanan
kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau melalui
peningkatan keterampilan klinik dan perubahan perilaku
petugas kesehatan.

Sebagai salah satu unsur JNPK-KR, Pusat Pelatihan Klinik
Sekunder (P2KS) Sumatera Selatan secara proaktif juga melak-
sanakan berbagai program pelatihan klinik yang telah diran-
cang secara internal dan melalui kerjasama dengan instansi/
institusi mitra. Suasana kondusif dan prinsip interdependensi
yang dibangun dalam jaringan ini membuat P2KS mampu

berkiprah secara leluasa dalam berbagai kegiatan pelatihan,
baik di Provinsi Sumatera Selatan maupun di tingkat nasio-
nal. Keleluasan itu pula yang membuat P2KS mampu melaku-
kan berbagai terobosan untuk memperkuat sistem dalam
jaringan. Penguatan tadi, termasuk memberdayakan P2KP
yang ada dalam cakupan koordinatif P2KS.

Pengalaman dalam melakukan koordinasi jaringan pela-
tihan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, baik dalam segi
keberhasilan maupun berbagai hambatan yang ditemui, akan
disajikan dalam penyajian singkat dalam forum pelatih dan
administratur jaringan. Melalui forum ini, setiap individu JNPK
akan dapat saling memperkaya visi dan saling bertukar peng-
alaman untuk memperkuat eksistensi JNPK secara nasional
maupun di dunia internasional.

JNPK di Provinsi Sumatra Selatan

Berbagai proses pelatihan klinik telah dijalankan oleh
organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat bekerja-
sama dengan Departemen Kesehatan Rl dan BKKBN, untuk
menghasilkan tenaga kesehatan sebagai tenaga pelaksana
(provider) kegiatan tertentu. Kegiatan ini juga melibatkan
cabang organisasi tersebut di Provinsi Sumatera Selatan. Dari
kajian proses dan hasil pelatihan klinik tersebut, terlihat bah-
wa ada beberapa hal yang kurang sesuai apabila dirujuk pada
luaran yang diinginkan. Sebagai contoh, suatu instansi yang
secara jelas menjalankan program umum kemudian dengan
pendekatan birokratis menyelenggarakan pelatihan teknis
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‘untuk membentuk suatu jari-

- merintah- maupun swasta, yang
‘membutuhkan provider de-
- ngan kinerja yang tinggi dan

Center (PTC) Sumatera Selatan

ten dan 1 kota administratif..

medis yang spesifik. Seperti te-
lah diduga sebelumnya bahwa
kinerja luaran pelatihan terse-
but jauh dari yang diharapkan.

Dalam upaya-untuk mem-
perbaiki mutu provider hasil
luaran suatu pelatihan, POGI
dan berbagai instansi yang ter-
kait (BKKBN, Depkes, JH-
PIEGO, IBI, YBPSP) bersepakat

ngan pelatihan klinik. Jaringan
ini akan menjadi mitra bagi pe-

dapat diandalkan untuk meng-
hasilkan pelayanan yang ber-
kualitas.

Melalui SK PB POGI No.
05/SK/PB>POGI/95 tanggal 26
September 1995, diresmikan
pendirian Provincial Training

yang kemudian identik dengan
Pusat Pelatihan Klinik Sekun-
der (P2KS) Sumatera Selatan.
Format kepengurusan pada sa-
at itu terdiri dari Direktur, Sek-
retaris, Administrasi/Keuangan,
dan Tim Pelatih. PTC kemudi-
an membentuk 8 District Train-
ing Center (DTC) di 7 kabupa-

Dengan berbagai pertimbang-
an dan pemanfaatan sumber
daya, DTC (yang kemudian di-
sebut dengan Pusat Pelatihan
Klinik Primer atau P2KP) di-
kembangkan lagi sehingga
menjadi pusat pelatihan di 8
kabupaten, 1 kotamadya, dan
1 kotif.

Pengembangan 2 P2KP °
tersebut berkaitan dengan alih fungsn P2KS yang mempunyal
fungsi ganda dalam pelatihan (selain melatih pelatih, juga
merangkap sebagai pelaksana pelatihan keterampilan klinik
bagi pmwdeﬁ Bila pelatihan ketrampilan klinik dilakukan di
provinsi (beberapa instansi mitra masih merancang pelatihan
tenaga teknis dengan pola pemusatan di propinsi) maka P2KS
akan menyerahkan penyelenggaraan tersebut kepada P2KP

Kodya Palembang. Selam itu, beberapa institusi mitra yang
melakukan kerjasama dengan P2KS juga memilih beberapa
daerah yang belum memiliki P2KP program SDES.

Tabel kegiatan dan peran pusat pelatihan menunjukkan
perkembangan dalam jenis kegiatan, sumber dana, instansi
mitra, dan pergeseran peran ke arah yang seharusnya. Bila
pada periode 1995/1996 P2KS mengambil semua peran kepe-
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latihan maka pada tahun 1996/1997, 15% dari peran tersebut
mulai beralih ke P2KP. Pada 1997/1998, sekitar 75% dari ke-
giatan pelatihan klinik dilakukan di tingkat P2KP. Pada perio-
de 1998/1999 mulai lagi terjadi pergeseran ke perimbangan
peran P2KS dan P2KP. Hal tersebut bukan akibat pengalihan
peran P2KP oleh P2KS, tetapi lebih banyak diakibatkan oleh
ketentuan pelaksanaan proyek. Proyek pelatihan PONED
yang diselenggarakan bersama Bapelkes Sumsel, harus di-
Jaksanakan di provinsi. Penjenjangan pusat pendidikan dan
pelatihan di instansi mitra tersebut hanya sampai pada tingkat
provinsi.

Jenjang tersebut tidak berlanjut hingga ke daerah tingkat Il
seperti yang dimiliki oleh JNPK, yaitu P2KP. Beberapa DTC
{Lahat, Ogan Komering Ulu, Belitung, dan Kotamadya Palem-
bang) malah telah mempunyai perpanjangan alur pelatihan
hingga ke tingkat fasilitas kesehatan terdepan (tutor klinik di
Puskesmas). Yang menarik adalah bahwa ketentuan ini ber-
beda dengan pendanaan yang disalurkan lewat proyek kese-
hatan. Pihak Kanwil dengan dana ADB atau donor lain, akan
sangat mudah melakukan negosisasi langsung dengan Dinkes
Dati Il dan P2KP (lihat tabel di atas).

Beberapa organisasi atau institusi mitra dapat pula me-
lakukan kerjasama langsung dalam ujicoba atau intervensi pe-
natalaksanaan baru, sistem pelatihan, dan integrasi pelayanan
kesehatan ke dalam program kesehatan dasar.

Dalam hal ini, P2KS berperan sebagai koordinator proses
kerjasama yang akan dilakukan; inisiasi upaya pendekatan
kolaborasi dengan instansi terkait; menentukan P2KP yang

sesuai; target khalayak; lokasi yang sesuai dengan objektif-

pelatihan atau uji coba; serta memandu dan mengarahkan
penetapan kualifikasi luaran.

Dengan bejalannya waktu, eksistensi JNPK di Provinsi
Sumatera Selatan ternyata telah beranjak secara gradual dari
kerancuan istilah dan peran, hingga pemahaman bentuk ser-
ta sistem yang berjalan di dalamnya. Eksistensi tersebut tidak
akan banyak artinya apabila kemudian jaringan tidak menun-
jukkan kinerja yang dapat mengantisipasi serta memenuhi
kebutuhan instansi mitra, petugas pelaksana, dan masyarakat.
Paling tidak, unsur jaringan tidak hanya berlaku sebagai mitra
semata, melainkan secara proaktif dapat menempatkan po-
sisinya pada bagian yang menyatu dari 3 unsur di atas.

Tetapi, tidak jarang kita temui bahwa walaupun per-
jalanan waktu mencapai hitungan yang cukup jauh, ternyata
eksistensi tersebut tidak berlanjut menjadi pengakuan atas
kinerja. Masalah tersebut di atas sangat berkaitan dengan ko-
ordinasi dua unsur pokok yang telah disebutkan terdahuly,
yaitu P2KP dan instansi mitra. Kelemahan dapat terjadi pada
salah satu sisi dari kedua unsur tersebut ataupun pada kedua
belah sisi.

Hasil pengamatan P2KS tentang adanya kesenjangan yang
mengaburkan arah dan tujuan kolaborasi tersebut adalah:

+ Pemahaman posisi dan peran ¢ Arogansi birokratif

P2KP dalam kegiatan (atasan-bawahan,
pelatihan klinik swasta pemerintah)

¢ Kualifikasi dan kualitas + Kurang transparan
sumberdaya

+ Merasa memiliki otoritas

+ Keberadaan P2KP hanya
eksistensi perwalian jaringan ¢ Hanya menjalankan
pelatihan di Dati Il perintah atasan

+ Kegiatan pelatihan merupakan | ¢ Mengacu pada ketentuan

beban (proyek/juklak/juknis)

¢ Kurangnya upaya koordinatif + Belum memahami arti
dan pendekatan objektif kemitraan

+ Kegiatan sangat tergantung + Memanfaatkan P2KP sebagai
dengan adanya pendanaan alternatif (abuse)

yang dikelola oleh mitra :
¢+ Kebijakan instansional sangat
+ Berlaku pasif berkaitan dengan kepemimpinan
individual pada suatu instansi
+ Tidak adanya penghargaan atau mitra di Dati Il
pengakuan atas kinerja dan
karya mereka. ¢ Adanya perbedaan visi
tentang luaran (out put)
dari suatu pelatihan klinik.

Penyelesaian Masalah dan Perbaikan Kinerja

Jika dilihat dari tabel keberadaan P2KP, terlihat bahwa ter-
dapat peningkatan jumlah dari 8 menjadi 10 pusat pelatihan.
Walaupun tampak bahwa penambahan tersebut relatif kecil,
harus diingat bahwa untuk mempertahankan kedelapan P2KP
tersebut bukanlah hal yang mudah. Pemanfaatan dan kelang-
sungan P2KP yang ada tergantung pada adanya kegiatan i
pelatihan dari pusat serta hasil kolaborasi dengan instansi mi-
tra setempat. Koordinasi kerjasama oleh P2KS dengan instan-
si/organisasi mitra akan sangat membantu mendistribusikan
kegiatan sebagai pemeliharaan kinerja P2KP.

Sebagai contoh, intervensi paket ibu-bayi yang semula di-
arahkan untuk Muara Enim oleh Kanwil dan Dinas Kesehatan
Provinsi, dialihkan ke Ogan Komering Ulu. Pertimbangan pi-
hak instansi mitra adalah adanya proyek yang berkaitan
dengan paket tersebut. Tetapi, dasar dari P2KS adalah prinsip
syarat, proses, dan kesempatan untuk melakukan prosedur
klinik setelah selesainya kegiatan intervensi. Dengan kata lain,
hasil intervensi akan diintegrasikan ke dalam program kese-
hatan pokok Puskesmas. Syarat yang diajukan oleh P2KS
adalah: (a) Kualifikasi pelatih dan sumber daya di pusat pelati-
han; (b) Kinerja pusat pelatihan; (c) Adanya fasilitas kesehatan
yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan; (d) Duku-
ngan pimpinan dan staf fasilitas kesehatan; (e) Sistem rujukan
kasus klinik selama proses intervensi; (f) Jumlah kasus yang
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mungkin diperoleh untuk praktik ketrampilan; serta (g) Kerja-

~ sama yang baik dengan instansi mitra di tingkat kabupaten.

Dari persyaratan yang diajukan oleh P2KS, jelas terlihat

* bahwa aspek luaran dari suatu pelatihan untuk menjalankan

proses intervensi menjadi fokus utama pusat pelatihan.
Sedangkan menurut pertimbangan instansi mitra adalah per-
samaan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pro-
gram yang telah dijalankan sebelumnya. Persiapan sumber
daya dalam menjalankan proses tersebut tampaknya lebih
dikebelakangkan. Melihat kenyataan tersebut di atas, tidak
mengherankan apabila masih banyak instansi mitra yang
menempatkan pelatih di berbagai pusat pelatihan klinik seba-
gai narasumber undangan (visiting content expert).

Selain melakukan seleksi dan distribusi kegiatan, P2KS ju-
ga akan menugaskan staf atau pelatih untuk mendampingi
kegiatan awal kerjasama, persiapan, dan observasi kinerja
pusat pelatihan di Dati Il. Melalui kegiatan proaktif tersebut,
P2KS membuat P2KP aktif secara keseluruhan atau berganti-

an. Kerjasama dengan JHPIEGO mengaktifkan P2KP di Ogan
Komering Ulu, Lahat, kemudian mendirikan P2KP Belitung.

Pelatihan ini melibatkan 3 P2KP, 30 Puskesmas, dan 300

'Bidan di Desa. Penambahan satu P2KP (Kotamadya Palem-
‘bang) dilaksanakan pada saat melakukan kerjasama kegiatan
integrasi asuhan pascakeguguran dengan AVSC-POGI. Pe-
‘nambahan tersebut berkaitan dengan dimasukkannya peserta

latih dari Kotamadya Palembang sehingga untuk provider
Asuhan Pascakeguguran (APK) dilatih oleh pelatih P2KP

' Palembang. Proses integrasi ini sendiri melibatkan 3 P2KP, 10
' Puskesmas, dan 60 Bidan di Desa sebagai petugas lini lapang-
" an. Pemilihan lokasi ujicoba mengacu pada populasi dan
" sumberdaya kesehatan di jenjang perkotaan (urban), me-

nengah (semiurban), dan pedesaan (rural), termasuk desa ter-

- pencil.

Adanya 2 pusat pelatihan di Kabupaten Muara Enim

" adalah sebagai tindakan antisipatif terhadap kekurangan sum-
ber daya dan kinerja P2KP Muara Enim. P2KP yang ada di ko- -

ta administratif Prabumulih menjadi mitra P2KP Muara Enim
melalui pembagian wilayah kerja. Muara Enim Timur menja-
di wilayah kerja P2KP Prabumulih dan Muara Enim Barat
menjadi wilayah kerja P2KP Muara Enim. Dasar dan sistem

* pembagian wilayah ini harus dikoordinasikan dengan instan-

si mitra agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan
kegiatan dan seleksi peserta latih.

Untuk membantu mengatasi beban kerja P2KP Musi
Rawas yang cukup besar, P2KS bekerjasama dengan Univer-

' sitas Sriwijaya, Kanwil Kesehatan, dan Pemerintah Daerah
* menempatkan tambahan tenaga dokter spesialis Obstetri-
. Ginekologi di RS Lubuk Linggau. Rencana serupa akan dite-
~ rapkan pada P2KP Ogan Komering Ilir pada pertengahan
" tahun ini. Penarikan tenaga dokter spesialis Obstetri Gine-
~ kologi di RS Tanjung Pandan (P2KP Belitung) ke Fakultas

Kedokteran Unsri/RS M. Hoesin Palembang, segera ditanggu-
langi dengan menempatkan dokter spesialis yang baru menye-
lesaikan pendidikannya. Adanya koordinasi dan hubungan
kerja yang baik dengan berbagai instansi mitra, akan memberi
peluang yang memungkinkan P2KS dapat mengambil posisi
pada bagian yang menyatu di antara area cakupan wilayah dan
kewenangan yang dimiliki oleh instansi mitra. Upaya meng-
gerakkan P2KP yang ada merupakan indikasi dari proses
bimbingan, perekat atau kemitraan internal, serta pengakuan
kinerja dan pemberdayaan.

Pemberdayaan

Hampir semua P2KP yang ada di provinsi Sumatera
Selatan tidak mempunyai dana tetap atau-dana rutin untuk
menjalankan fungsi organisasi. Menyadari hal tersebut, P2KS
akan selalu berupaya untuk mencari instansi mitra agar P2KP
mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan pelatihan.
P2KS juga memberi keleluasaan bagi P2KP untuk mendapat-
kan mitra secara mandiri. Strategi promotif P2KS Sumatera
Selatan dalam memperoleh mitra tersebut adalah:

+ Hubungan koordinasi yang baik
antara jaringan dan instansi mitra
dari tingkat provinsi hingga
tingkat lapangan.

+ Kinerja P2KP yang terpelihara
dan teruji

+ Jenjang proses dan tahap
yang lengkap

+ Adanya komitmen dengan instansi

o Jaminan kualifikasi pelatih dan mitra dalam tatalaksana kerjasama

~ kelengkapan sarana pelatihan

¢ Selalu berupaya untuk mewujudkan
objektif yang ingin dicapai oleh
mitra kerja, baik dalam program
maupun kerjasama

+ Konsistensi jaringan dalam
melak-sanakan fungsi internal
dan eksternal

¢ Adanya 2 jalur pendekatan
birokrasi, dan kolegial

+ Reputasi dan referensi dari
mitra dalam bekerjasama

¢ Peluang negosiasi kriteria dengan
acuan saling menghormati.

+ Manajemen terbuka dan
transparan

+ Mengemukakan terwujudnya
kerjasama daripada
menentukan persyaratan
yang rumit.

+ Perimbangan hak dan kewajiban
antara jaringan pelatihan &
instansi mitra

+ Komunikasi terbuka dan positif
dengan instansi mitra.

Melalui kesinambungan dan keterpaduan kegiatan pelati-
han dan pendanaan maka P2KP dapat melakukan alokasi
berbagai dana yang dibutuhkan secara mandiri. Pember-
dayaan eksistensi dan kinerja secara tidak langsung akan
terangkat melalui kegiatan kerjasama tersebut. Pada awalnya,
upaya kerjasama tersebut dilakukan melalui koordinasi P2KS
dengan instansi mitra. tetapi, untuk tahap selanjutnya P2KP
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memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi yang meng-
untungkan mereka.. Dukungan dari P2KS tidak terbatas pada
fasilitasi negosiasi dan pelaksanaan pelatihan klinik, tetapi
- meliputi hal-hal yang lebih luas. Termasuk di dalamnya ada-
. Iah: (a) Penyediaan dana tantangan sebelum dana tersebut di-
. terima (agar jadwal pelaksanaan pelatihan tepat waktu); pe-
- minjaman model anatomi dan alat bantu latih lainnya; men-
cari suku cadang peralatan instansi mitra (rusak saat diguna-
kan); bantuan perlatan medik; melengkapi paket pelatihan
vang kurang; penyediaan alat transportasi ke Dati II; serta ban-
tuan tenaga tambahan dari fakultas/rumah sakit provinsi.
Beberapa pemberdayaan eksistensi dan kinerja berjalan
secara umum dan cukup wajar menurut ukuran yang ada
dalam jaringan. Tetapi, ada hal yang di luar dugaan P2KS
yang dilakukan oleh P2KP. Beberapa P2KP tidak hanya mam-
pu memenuhi kebutuhan rutin melainkan dapat melengkapl
- sumber daya yang lebih tinggi. Di antaranya: Bersama pim-
. pinan Dinkes Dati Il menyediakan ruang khusus untuk pelati-
- han; Pengadaan meja belajar, Flipchard tripod, dan suku ca-
- dang audio visual; Penambahan tenaga pelatih melalui peser-
ta titipan yang dilatih di P2KS atau menarik tenaga tutor
Puskesmas yang menunjukkan kinerja dan ketrampilan yang
sangat baik; Unit khusus (cathering) P2KP untuk penyediaan
konsumsi selama pelatihan; Rekayasa alat bantu latih secara
~ mandiri; serta Ubah suai paket pelatihan instansi mitra ke for-
mat jaringan pelatihan klinik.
~ Tetapi, yang paling luar biasa adalah apa yang terjadi di
P2KP Kotamadya Palembang yang berlokasi di RSB "Tiara
Fatrin". Direktur P2KP mengambil berbagai kebijakan yang
cukup dramatis jika dilihat dari aspek pelatihan dan dampak-
* nya terhadap pelayanan kesehatan. Pengangkatan jabatan di-
rektur tersebut bukan hanya mengacu pada pada posisisnya
sebagai direktur rumah sakit swasta tersebut, tetapi juga pada
kesediaannya untuk ikut dalam pelatihan ketrampilan me-
fatih. Secara spesifik, apa yang dilakukan oleh direktur P2KP
_ Palembang berkaitan dengan jabatan dan lokasi pusat pelati-
- han tersebut. Di antaranya: Melakukan standardisasi prosedur
- Klinik di rumah sakit tersebut; Menerapkan prosedur pence-
- gahan infeksi seperti dalam materi pelatihan; Melatih semua
. dokter Obsgin yang bekerja di rumah sakit tersebut dengan
iaetrampnlan klinik Aspirasi Vakum Manual untuk melakukan
; evakuasi sisa konsepsi; Menggunakan uang sewa gedung un-
- tuk kegiatan pelatihan klinik secara mandiri; Menyedlakan
% ruang pelatihan khusus (pada saat penyajian ini sedang di-
2kukan renovasi gedung untuk tempat pelatihan); serta Me-
& wajibkan semua dokter/paramedik untk melakukan informed
- consent dan mendapat Persetujuan Tindakan Medik sebelum
f melakukan tindakan.
; Barangkali beberapa hal yang disebutkan di atas adalah
- gambaran yang ekstrim dari suatu P2KP yang baru berkem-
bang Tetapi, kenyataan ini juga menggambarkan bahwa
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berbagai efek dapat terjadi dari luaran suatu pelatihan dan
kepercayaan ‘yang telah diberikan pada individu yang me-
nyukai kegiatan pelatihan. Pada saat pertemuan Ortala dan
pemantauan mutu pada 24 Juni 1999 (dihadiri oleh koordi-
nator JNPK dan direktur P2KT Jakarta), peserta dari Bapelkes
mempertanyakan penunjukan P2KP yang bukan dari rumah
sakit pemerintah (RS Bari-Kodya Palembang). Jawaban dari
P2KS adalah sesuai dengan acuan dalam Ortala dan kriteria,
yaitu fokus keberadaan jaringan adalah pelatih. Pendekatan
dan undangan yang dilakukan untuk melibatkan RS Baru tidak
pernah ditanggapi oleh pihak RS Bari (interest criteria), sum-
ber daya, kinerja, dan lokasi rumah sakit tersebut, hampir se-
bagian besar tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan
oleh P2KS.

Rangkuman

Walaupun telah dirancang dan dilakukan berbagai upaya,
kebijakan, strategi, dan langkah untuk memunculkan jaringan
pelatihan klinik serta seluruh komponen yang ada di dalam
sistem, tetapi karya dan dampaknya belum terlihat secara ka-
sat mata. Gambaran ini tidak hanya terjadi pada suatu daerah
tertentu, melainkan hampir merata pada keseluruhan jenjang
yang ada.

Secara retrospektif, berbagai kesenjangan tersebut seha-
rusnya tidak akan terjadi melihat acuan JNPK adalah kualitas
dan kepuasan penerima jasa. Pemilihan calon pelatih dan staf
di unit-unit pelatihan, tentu melalui seleksi dengan kriteria
yang ketat. Proses pelatihan dilaksanakan oleh para pelatih
-yang berpredikat sebagai master sehingga menghasilkan pe-
latih yang berketrampilan melatih dan selanjutnya ketrampi-
lan klinik yang handal. Filosofi tersebut merupakan pegangan
JNPK dalam menjalankan program pelatihan klinik.

Bila kemudian ternyata kualifikasi pelatih yang ada belum
memenuhi keinginan atau standar, kemudian terjadi pula
stagnasi kinerja P2KP yang seharusnya dapat menjadi agen
penggerak dalam kegiatan untuk menghasilkan provider yang
kompeten sehingga memberi pengaruh terhadap kualitas
pelayanan, apakah telah terjadi kesalahan dalam rancangan
program dan metode pelatihan yang dipercaya akan mem-
perbaiki mutu provider dan pelayanan? Kajian yang dilakukan
oleh seluruh staf dan sejawat pelatih P2KS Sumatera Selatan
yang mengamati eksistensi dan kinerja P2KP yang ada di
dalam wilayah propinsi ini, mungkin dapat memberikan se-
dikit jawaban dan bahan pemikiran bagi insan JNPK. Hasil
kajian tersebut mungkin terlalu berlebihan atau salah simpul
(misjudgment), tetapi dapat pula menggambarkan realita yang
sebenarnya. Hasil curah pendapat yang berkaitan dengan ke-
senjangan kualifikasi dan kinerja tersebut adalah:

1. Kriteria calon pelatih dan provider
a. Seleksi calon pelatih masih menerapkan kriteria yang
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sehingga terkesan adanya pembauran sistem. Baru Dinas
Kesehatan Dati Il Lahat yang menyatakan penggunaan me-
tode, jadwal, paket pelatihan, sistem penilaian, dan evaluasi
pascapelatihan yang dibuat oleh JNPK-POGI-AVSC. Peristiwa
ini sangat penting karena di samping Dinkes Il Lahat telah
memasukkan Asuhan Pascakeguguran dalam profil
pelayanan kesehatan daerah, juga merupakan percontohan
rintisan kerjasama apabila otonomi Dati Il dilaksanakan se-
cara penuh. Beberapa catatan penting dalam pemberdayaan
dan kemandirian P2KS adalah:

1. Lakukan kualifikasi dan kinerja P2KS secara benar.

2. Beri kesempatan untuk mengorganisir suatu oelatihan klinik
dengan kebebasan untuk melakukan kerjasama dengan in-
stansi mitra secara penuh.

3. Berlakukan prinsip dependensi dan interdependensi di an-
tara P2KS dan P2KP.

4. Berikan penghargaan (dalam bentuk apapun) atas un]uk
kerja P2KP.

5. Kirimkan laporan kegiatan kerjasama secara berka]a la-
poran akhir sebagai upaya kajian mandiri atas kinerja
P2KP.

6. Sebutkan setiap prestasi dari masing-masing P2KP p%das&
tiap kesempatan pertemuan.

7. Delegasikan kewenangan P2KS untuk melakukam kerja-
sama dengan instansi mitra di tingkat kabupaten.

8. Libatkan setiap unsur mitra (dalam berbagai Jenjang pada
pertemuan resmi instansi ataupun internal.

9. Bimbing P2KP untuk melakukan adaptasi paket darismstem
pelatihan instansi mitra.

10. Tugaskan pelatih profisien (kebljakan, melatih, dan ke-
trampilan klini) sebagai pendamping pelatih P2XP saat
melakukan pelatihan klinik.

11. Kaitkan berbagai program organisasi profesi dengan ke-
giatan-kegiatan yang relevan di P2KP.

Tampaknya, proses kemandirian dan pemberdayaan P2KP
di Sumatera Selatan tidak banyak mengalami hambatan bila
khalayak menyimak dari pemaparan ini. Kenyataannya ada-
lah bahwa upaya tersebut tidaklah mudah. Prinsip behavior
modeling dan positive collaborative climate kan kiat
yang harus dikuasai oleh setiap insan jaringan atau pusat
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pelatihan klinik, agar dapat diterima dan bekerja dalam
lingkungan dengan variasi kondisi dan kriteria yang sangat
luas. Ada satu hal penting yang harus diingat adalah sebelum
seorang atlit mencapai garis finish, ia harus memulainya dari
garis start. m)
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